
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.214, 2021  KEUANGAN OJK. BPR. BPRS. Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019. 
Kebijakan. Perubahan. (Penjelasan dalam 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6723) 
 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18/POJK.03/2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 34/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN BAGI  

BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH 

SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

 

Menimbang :  a.   bahwa pandemi akibat penyebaran Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) masih berlangsung dan 

berdampak pada perekonomian, termasuk di 

dalamnya kinerja industri bank perkreditan rakyat 

dan bank pembiayaan rakyat syariah; 

 b. bahwa untuk mendorong pemulihan kinerja industri 

bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat 

syariah perlu dilakukan penyesuaian lanjutan 

terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank 

Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
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2/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi 

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran 

Coronavirus Disease 2019;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang 

Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019;  

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3790);  

  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);  

  3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank 

Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus 
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Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6520) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi 

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran 

Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6662); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA 

KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2020 TENTANG 

KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN 

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK 

PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan 

bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6520) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank 

Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6662) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 7 tetap, Penjelasan ayat (1) Pasal 7 

diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan 

pasal demi pasal.  

 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai 

dengan tanggal 31 Maret 2023. 

 

Pasal II 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 September 2021        

       

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIMBOH SANTOSO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 September 2021                  

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 


